
B U P A T I DOMPU 

PROVINSI NUSA T E N G G A R A B A R A T 

P E R A T U R A N B U P A T I DOMPU 

NOMOR TAHUN 2023 -^A'^ ' ^ '•\:A--

TENTANG ' -V / j 

DOMPU S A T U DATA 

D E N G A N RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

B U P A T I DOMPU, p ;. 

a. bahwa dalam rangka perencanaan, eva luasi ,dan 

pengendalian pembangunan di daerah, memer lukan 

Data yang akura t ,mutakh i r , terpadu, dapat di 

pertanggungjawabkan dan mudah diakses oleh 

pemerintah dan masyarakat . 

b. bahwa u n t u k mewujudkan keterpaduan 

perencanaan, pe laksanaan, evaluasi . dan 

pengendalian pembangunan anta ra Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah, per lu d idukung dengan Data 

yang dikelola secara seksama, terintegrasi, dan 

berkelanjutan mela lui Dompu S a t u Data. 

c. bahwa u n t u k member ikan a rah , pedoman dan dasar 

h u k u m pe laksanaan Dompu Satu Data d iper lukan 

pengaturan da lam penyelenggaraannya. 

d. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana 

d imaksud da lam h u r u f a, h u r u f b, h u r u f c, perlu 

menetapkan Peraturan Bupa t i tentang Dompu S a t u 

Data . 



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 T a h u n 1958 tentang 

Pembentukan Darah-Daerah Tingkat I I Da lam 

Wi layah Daerah-Daerah T ingkat I Ba l i , Nusa Tenggara 

Ba ra t dan Nusa Tenggara T i m u r (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 1958 Nomor 122, 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 14 T a h u n 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publ ik (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2008 Nomor 6 1 , T a m b a h a n 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4846) ; 

3. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, T a m b a h a n 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) , 

sebagaimana telah beberapa ka l i d iubah terakhir 

dengan dengan Undang-undang Nomor 6 T a h u n 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang tentang Cipta Ker ja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 

2023 Nomor 4 1 , T a m b a h a n Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 6856) ; 

4. Pera turan Presiden Nomor 39 T a h u n 2019 tentang 

S a t u Da ta Indonesia (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2019 Nomor 112); 

5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/ Kepala B a d a n Perencanaan Pembangunan 

" Nasional Nomor 17 T a h u n 2020 tentang Perigelolaan 

Portal Sa tu Data Indonesia (Berita Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2020 Nomor 1745); 

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/ Kepala B a d a n Perencanaan Pembangunan 

Nasional Nomor 18 T a h u n 2020 tentang Ta ta C a r a 

Ker ja Penyelenggara S a t u Da ta Indonesia. T a h u n 2020 

Nomor 1746); 

7. Peraturan Gube rnur Nusa Tenggara Ba ra t Nomor 45 

T a h u n 2021 tentang Nusa Tenggara B a r a t S a t u Da ta 



(Berita Daerah Nusa Tenggara Bara t T a h u n 2021 

Nomor 45). 

8. Peraturan Daerah Nomor 07 T a h u n 2022 Tentang 

Penyelenggaraan S is tem Pemer intahan Berbas i skan 

E lekt ron ik (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu 

T a h u n 2022 Nomor 07). 

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan : P E R A T U R A N B U P A T I TENTANG DOMPU SATU DATA. 

B A B I 

K E T E N T U A N UMUM 

Pasa l 1 

Da lam Peraturan Bupa t i in i yang d imaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupat i sebagai u n s u r 

penyelenggara yang menjadi kewenangan Pemerintah 

Daerah yang memimpin pe laksanaan u r u s a n 

pemer intahan yang menjadi kewenangan daerah 

otonomi. 

3. Bupa t i ada lah Bupa t i Dompu. 

4. Perangkat Daerah adalah u n s u r pembantu Bupa t i dan 

Dewan Perwaki lan Rakya t Daerah da lam 

penyelenggaraan u r u s a n pemerintah yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

5. D inas Komun ikas i dan Informat ika yang se lan jutnya 

dis ingkat Diskominfo ada lah D inas Komun ikas i dan 

Informat ika Kabupaten Dompu. 

6. B a d a n Perencanaan Pembangunan, Penelit ian, dan 

Pembangunan Daerah yang se lan jutnnya dis ingkat 

Bappeda dan Litbang ada lah B a d a n Perencanaan 

Pembangunan, Penelit ian, dan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Dompu. 

7. B a d a n Pusat Stat is t ik yang se lanjutnya dis ingkat B P S 

ada lah lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang 

kegiatan stat ist ik, yang secara s t ruk tu ra l bertanggung 

j awab langsung kepada Presiden dan memi l ik i kantor 



perwaki lan di daerah sebagai Ins tans i Vert ika l di 

Daerah. f 

8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentas i yang 

se lanjutnya dis ingkat PPID ada lah pejabat yang 

bertanggung] awab da lam pengumpulan, 

pendokumentas ian, peny impanan, pemel iharaan, 

penyediaan, pendistr ibusian, dan pe layanan informasi 

dan dokumentas i di l ingkungan Pemerintah Daerah 

yang terdiri dari PPID U t a m a dan PPID Pembantu. 

9. PPID U t a m a ada lah pejabat yang bertugas dan 

bertanggung jawab me l akukan pengelolaan dan 

pelayanan informasi public meliputi proses 

pengumpulan,penyediaan,pengklasi f ikasian.penyimpan 

an,pendokumentas ian dan pelayanan infomiasi . 

10. PPID Pembantu ada lah pejabat yang me laksanakan 

tugas dan fungsi sebagai PPID pada Perangkat Daerah 

di L ingkungan Pemerintah Daerah. 

11 . Dompu S a t u Da ta ada lah kebi jakan tata kelola data 

pemerintah u n t u k menghas i lkan data yang akurat , 

mutakh i r , terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, 

serta m u d a h d iakses dan dibagipakaikan antar 

Perangkat Daerah dan Ins tans i Pusat mela lui 

pemenuhan Standar Data , Metadata, Interoperabil itas 

Data , dan menggunakan Kode Referensi dan Data 

Induk. 

12. Data adalah catatan atas k u m p u l a n fakta a tau 

deskripsi berupa angka, karakter , simtaol, gambar, peta, 

tanda, isyarat , tu l i san , sua ra , dan/atau bunyi , yang 

merepresentas ikan keadaan sebenarnya a tau 

m e n u n j u k k a n s u a t u ide, objek, kondis i , a tau s i tuas i . 

13. Da ta Stat is t ik ada lah data berupa angka tentang 

karakter i s t ik a tau c i r i k h u s u s suatu populasi yang 

diperoleh dengan c a r a pengumpulan, pengolahan, 

penyajian, dan anal is is . 

14. Data Geospasial ada lah data tentang lokasi geografis, 

d imensi a t au u k u r a n , dan/atau karakter i s t ik objek 

a lam dan/atau buatan m a n u s i a yang berada d ibawah, 



pada, a tau di atas pe rmukaan bumi . 

15. S tandar Data adalah standar yang mendasar i data 

tertentu. 

16. Metadata ada lah informasi da lam bentuk s t ruk tu r dan 

format yang baku u n t u k menggambarkan data, 

menje laskan data, serta memudahkan pencar ian, 

penggunaan, dan pengelolaan informasi data. 

17. Interoperabil itas Data ada lah kemampuan data un tuk 

dibagipakaikan antar s istem elektronik yang sal ing 

ber interaksi . 

18. Kode Referensi ada lah tanda berisi karakter yang 

mengandung a tau menggambarkan makna , m a k s u d , 

a t au norma tertentu sebagai r u j u k a n identitas data 

yang bersifat un ik . ' 

19. Da ta Induk ada lah data yang merepresentas ikan objek 

da lam proses b isn is pemerintah yang ditetapkan sesua i 

dengan ketentuan da lam Peraturan Presiden yang 

mengatur mengenai S a t u Da ta Indonesia. 

20. Da ta Prior i tas adalah data terpil ih yang berasal dar i 

daftar data yang a k a n d i kumpu lkan pada t a h u n 

se lan jutnya yang disepakat i da lam F o r u m Dompu Sa tu 

Data. 

2 1 . Portal Sa tu Data. Daerah yang selanjutnya. disebut 

Portal Dompu S a t u Da ta ada lah media bagipakai Data 

di t ingkat Kabupaten yang dapat d iakses mela lui 

pemari faatan teknologi informasi dan komun ikas i . 

22. Fo rum Satu. Da ta Daerah yang se lan jutnya disebut 

Fo rum Dompu Sa tu Da ta adalah wadah komun ikas i 

dan koordinasi Perangkat Daerah u n t u k 

penyelenggaraan S a t u Data . 

23 . Pembina Data Daerah yang se lanjutnya disebut 

Pembina Da ta ada lah Perangkat Daerah yang d iber ikan 

penugasan u n t u k me l akukan pembinaan terkait Data . 

24. Wal idata Daerah yang se lanjutnya disebut Wal idata 

ada lah Perangkat Daerah yang me laksanakan kegiatan 

pengumpulan, pemer iksaan, dan pengelolaan Data 

yang d i sampa ikan oleh Produsen Data , serta 



menyerbar luaskan Data . 

25 . Wal idata Pedukung Daerah ada lah Perangkat yang 

me laksanakan tugas pemr iksaan kesesua ian Da ta yang 

d isampaikan oleh Produsen Data . 

26. Produsen Data Daerah yang se lan jutnya disebut 

Produsen Da ta adalah Perangkat Daerah yang 

menghas i lkan Data berdasarkan kewenangan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

27. Pengguna Data adalah Ins tans i Pusat , Perangkat 

Daerah, perseorangan, kelompok orang, a tau badan 

h u k u m yang menggunakan Data melalui Portal Dompu 

S a t u Data . 

Pasa l 2 

(1) Pera turan Bupat i in i ditetapkan dengan m a k s u d 

sebagai a c u a n pe laksanaan dan pedoman bagi 

Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata 

kelola Da ta u n t u k mendukung perencanaan, 

pe laksanaan evaluasi , dan pengendalian pembangunan 

Daerah. 

(2) Pengaturan Dompu S a t u Da ta bertujuan untuk : 

a. member ikan acuan pelak.sanaan dan pedoman bagi 

Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan 

tata kelola data u n t u k mendukung perencaan, 

pe laksanaan , evaluasi , dan pengendalian 

pembangunan; 

b. mewu judkan ketersediaan Data yang akura t , 

mutakh i r , terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, 

serta mudah diakses dan dibagi paka ikan antar 

Perangkat Daerah dan Ins tans i Pusat sebagai dasar 

perencanaan, pe laksanaan, evaluasi , dan 

pengendalian pembangunan Daerah; 

c. mendorong keterbukaan dan t ransparans i data 

sehingga tercipta perencanaan dan pe rumusan 

kebi jakan pembangunan yang berbasis pada data; 

d. mendukung sistem Stat is t ik Nasional sesua i 

peraturan perundang-undangan; dan 



e. memberdayakan dan mengintegrasi semua data 

Perangkat Daerah sebagai kontrol data terhadap 

penyelenggaraan pemerintah. 

B A B I I 

RUANG L INGKUP 

Pasa l 3 

Ruang L ingkup Peraturan Bupa t i in i meliputi : 

a. pr insip Dompu S a t u Data ; 

a. penyelenggara Dompu S a t u Data ; 

b. penyelenggaraan Dompu S a t u Data ; 

c. integrasi data; 

d. Portal Dompu S a t u Data ; 

e. part is ipas i dan Ker ja S a m a ; 

f. insenti f dan dis insenti f ;dan 

g. pendanaan. 

B A B I I I 

PR INSIP DOMPU S A T U DATA 

Bag ian Kesa tu 

U m u m 

Pasa l 4 

Dompu S a t u Data sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 3 

H u r u f a d i l akukan berdasarkan pr insip: 

a. data yang d ihas i lkan oleh Produsen Data harus 

memenuhi S tandar Data ; 

b. data yang d ihas i lkan oleh Produsen Da ta h a r u s 

memil ik i Metadata; 

c. data yangd ihas i lkan oleh Produsen Da ta 

harus memenuhi ka idah Interoperabil itas Data ; dan 

d. data yang d ihas i lkan oleh Produsen Data h a r u s 

menggunakan Kode Referensi dan/a tau Data Induk. 

Bag ian Kedua 

Standar Da ta 

Pasa l 5 

(1) Da ta yang d ihas i lkan oleh Produsen Data sebagaimana 

d imaksud da lam Pasa l 4 h u r u f a, h a r u s memenuhi 



e. memberdayakan dan mengintegrasi semua data 

Perangkat Daerah sebagai kontrol data terhadap 

penyelenggaraan pemerintah. 

B A B I I -̂ ^ 

RUANG L I N G K U P 

Pasa l 3 

Ruang L ingkup Peraturan Bupa t i in i meliputi : 

a . pr insip Dompu S a t u Data ; 

a. penyelenggara Dompu S a t u Data ; • 

b. penyelenggaraan Dompu S a t u Data ; 

c. integrasi data; 

d. Portal Dompu S a t u Data ; 

e. part is ipas i dan Ker ja Sama ; 

f. insent i f dan dis insent i f ;dan 

g. pendanaan. 

B A B I I I 

PRINSIP DOMPU S A T U DATA 

Bagian Kesa tu 

U m u m 

Pasa l 4 

Dompu S a t u Data sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 3 

H u r u f a d i l akukan berdasarkan pr ins ip: 

a. data yang d ihas i lkan oleh Produsen Data harus 

memenuhi S tandar Data ; 

b. data yang d ihas i lkan oleh Produsen Data h a r u s 

memil ik i Metadata; 

c. data yangd ihas i lkan oleh Produsen Da ta 

harus memenuhi ka idah Interoperabil i tas Data ; dan 

d. data yang d ihas i lkan oleh Produsen Data h a r u s 

menggunakan Kode Referensi dan/a tau Data Induk. 

Bag ian Kedua 

Standar Da ta 

Pasa l 5 

(1) Da ta yang d ihas i l kan oleh Produsen Da ta sebagaimana 

d imaksud dalam Pasa l 4 h u r u f a, h a r u s memenuhi 



Standar Data. 

(2) S tandar Data sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

terdiri a tas : 

a. konsep; 

b. definisi; 

c. k las i f ikas i ; 

d. u k u r a n ; dan 

e. sa tuan . 

(2) Konsep sebagaimana d imaksud pada ayat (2) h u r u f a, 

merupakan ide yang mendasar i Da ta dan tu juan Data 

tersebut d iproduksi . 

(3) Definisi sebagaimana d imaksud pada ayat (2) h u r u f b, 

merupakan penjelasan tentang Data yang memberi 

batas a tau membedakan secara j e las art i dan cakupan 

data tertentu dengan Data yang la in. 

(4) K las i f ikas i sebgaimana d imaksud pada ayat (2) h u r u f c, 

merupakan penggolongan Data secara s istematis 

kedalam kelompok a tau kategori berdasarkan kr i te r ia 

yang ditetapkan oleh Pembina Data a tau d i bakukan 

secara luas . 

(5) U k u r a n sebagaimana d imaksud pada ayat. (2) h u r u f d, 

merupakan uni t yang d igunakan dalam pengukuran 

j u m l a h , kadar , a tau cakupan . 

(6) Sa tuan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) h u r u f e, 

merupakan besaran tertentu da lam data yang 

d igunakan sebagai s tandar u n t u k mengukur a tau 

menakar sebagai sebuah kese lu ruhan . 

Bag ian Ketiga 

Metadata 

Pasa l 6 

(1) Da ta yang d ihas i lkan oleh Produsen Data ha rus 

dilengkapi dengan Metadata. 

(2) Informasi da lam Metadata h a r u s mengikut i s t ruk tu r 

yang b a k u dan format yang baku . 

(3) S t r u k t u r yang baku sebagaimana d imaksud pada ayat 

(2) raerujuk pada bagian informasi tentang Da ta yang 



h a r u s d icakup dalam Metadata. 

(4) Format yang b a k u sebagaimana d imaksud pada ayat 

(2), meru juk pada spesi f ikasi a t au standar teknis dar i 

Metadata. 

Bag ian Keempat 

Interoperabil itas Da t a 

Pasa l 7 

(1) Da ta yang d ihas i lkan oleh Produsen Data h a r u s 

memenuhi ka idah Interoperabil itas Data . 

(2) Un tuk memenuhi ka idah Interoperabil itas Da ta 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1), Data, ha rus : 

a. kons is ten dalam s intak/bentuk, s t ruk tu r/skema/ 

komposis i penyajian, dan semant ik/ar t iku las i 

keterbacaan; dan 

b. d is impan dalam format terbuka yang dapat dibaca 

s is tem elektronik. 

Bag ian Ke l ima 

Kode Referensi dan Data Induk 

Pasa l 8 

Da ta yang d ihas i l kan oleh Produsen Data ha rus 

menggunakan Kode Referensi dan/atau Data induk. 

B A B IV 

P E N Y E L E N G G A R A DOMPU S A T U DATA 

Bag ian Kesatu 

U m u m 

Pasa l 9 

(1) Dompu S a t u Data d i l aksanakan oleh: 

a. Pembina Data ; 

b. Wal idata; 

c. Wal idata Pendukung; 

d. Produsen Data ; 

e. F o r u m Dompu S a t u Data ;dan 

f. Sekretar iat dan T i m Dompu S a t u Data; . 



(2) S t r u k t u r penyelenggara Dompu S a t u Data sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1), d i tetapkan dengan Keputusan 

Bupat i . 

Bagian Kedua 

Pembina Data 

Pasa l 10 

(1) Pembina Da ta terdiri a tas : 

a. pembina Data Stat is t ik ;dan 

b. pembina Da ta Geospasial ; . 

(2) Pembina Da ta Stat is t ik sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) h u r u f a, ya i tu yang me laksanakan tugas 

pemer intahan dibidang Sta t i s t ik Kabupaten Dompu . 

(3) Pembina Da ta sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

bertugas: 

a. member ikan rekomendasi da lam proses 

penyelenggaraan Dompu Sa tu Data;dan 

b. me l akukan pembinaan penyelenggara Dompu S a t u 

Data sesua i dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang ber laku. 

(4) Pembina Data Geospasial , sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) h u r u f b, ya i tu Perangkat Daerah yang d iber ikan 

penugasan sebagai Pengelola S impu l J a r i n g a n 

Pemerintah Daerah da lam J a r i n g a n Informasi Geospasial 

Nasional ya i tu Bappeda dan Litbag. 

(5) Pembina Data sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

di tetapkan dengan Keputusan Bupat i . 

Bag ian Ketiga 

Wal idata dan Wal idata Pendukung 

Pasa l 11 

(1) Wal idata diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan u r u s a n pemerintahan dibidang 

komun ikas i dan informatika. 

(2) Wal idata Daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 



mempunya i tugas sebagai ber ikut: 

a. mengoordinasikan penyusunan u s u l a n daftar Data ; 

b. memer iksa kesesua ian data yang d isampaikan oleh 

Produsen Da ta sesua i dengan prinsip Dompu Sa tu 

Data ; 

c. memer iksa kelengkapan data yang d i sampa ikan 

oleh Produsen Data sesuai dengan daftar Data ; 

d. menyebar luaskan Data dan Metadata di Portal 

Dompu Satu Data; dan 

e. membantu Pembina Da ta da lam membina 

Produsen Data; . 

(3) Wal idata da lam me l aksanakan tugas sebagaimana 

d imaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Wal idata 

Pendukung. 

(4) Wal idata Pendukung sebagaimana d imaksud pada ayat 

(3) merupakan un i t ker ja Perangkat Daerah yang 

bertugas mengelola dan menyebar luaskan Data . 

(5) Wal idata Pendukung sebagaimana d imaksud pada ayat 

(4) bertugas: 

a. memer iksa kesesua ian Da ta yang d i sampa ikan oleh 

Produsen Da ta di i n s t ans inya sesua i dengan pr insip 

Dompu S a t u Data ; 

b. meneruskan Data dar i Produsen Data di ins tans inya 

yang telah d iper iksa kepada Wal idata ;dan 

c. membantu Pembina Data da lam membina Produsen 

Data di ins tans inya ; . 

(6) Wal idata dan Wal idata Pendukung sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan 

Keputusan Bupa t i . 

Bag ian Keempat 

Produsen Da ta 

Pasa l 12 

(1) Produsen Data merupakan setiap uni t pada Perangkat 

Daerah yang menghas i lkan Da ta sesua i dengan daftar 



Data dan/atau sesuai penugasan Bupat i . 

Produsen Data bertugas: 

a. member ikan m a s u k a n kepada Pembina Da ta 

mengenai S tandar Data, Metadata, dan 

Interoperabil itas Data ; 

b. menghas i lkan Data sesua i dengan pr insip S a t u 

Data ; dan 

c. menyampa ikan Data beserta Metadata kepada 

Walidata;. 

Produsen Data sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 

d i l aksanakan oleh pengelola kegiatan a tau disetiap 

Perangkat Daerah sesua i dengan tugas pokok dan 

fungsinya. 

Prosuden Data sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 

Prosuden Data dapat d ibantu Walidata. 

Bag ian Ke l ima 

F o r u m Dompu S a t u Da ta 

Pasa l 13 

Pembina Data , Wal idata, dan Wal idata pendukung 

berkomunikas i dan berkoordinasi mela lui F o r u m 

Dompu Sa tu Data . 

Forum Dompu S a t u Da ta d ikoordinasikan oleh Kepala 

Perangkat Daerah yang me laksanakan u r u s a n 

pemerintahan bidang perencanaan pembangunan ya i tu 

Bappeda dan Litbang. 

Forum Dompu S a t u Da ta terdiri a tas : 

a . Pembina Data ; 

b. Wal idata; dan 

c. Wal idata Pendukung; . 

F o r u m Dompu Satu. Da ta dalam me laksanakan 

tugasnya dapat menyer takan Produsen Data dan/a tau 

p ihak la in yang terkait, t e rmasuk selain permerintah. 

Fo rum Dompu Sa tu Da ta me laksanakan pertemuan 

koordinasi secara berka la paling sedikit 2 (dua) ka l i 



dalam setahun. 

(6) Fo rum Dompu Sa tu Data bertugas me l aksanakan 

koordinasi da lam penyelenggaraan Sa tu Da ta 

kabupaten meliputi : 

a. daftar Da ta Kabupaten yang a k a n d i kumpu lkan 

pada t a h u n se lanjutnya; 

b. daftar Da ta Kabupaten yang menjadi Da ta Prioritas 

Kabupaten pada t a h u n .selanjutnya; 

c. pembatasan akses Da ta yang d iusu lkan oleh 

Prosuden Data , Wal idata Pendukung,dan/atau 

Wal idata; 

d. r u m u s a n dan keputusan dalam rangka 

penyelesaian permasa lahan penyelenggaraan 

Dompu Sa tu Da ta ;dan 

e. kebi jakan teknis la inya terkait penyelenggaraan 

Dompu Sa tu Da ta Kabupaten sesuai dengan 

kebu tuhan Daerah. 

(7) Da lam berkomunikas i dan berkoordinasi mengenai 

daftar Da ta Kabupaten yang menjadi data Prioritas, 

sebagaimana d imaksud pada ayat (6) h u r u f a dan 

h u r u f b, F o r u m Dompu S a t u Data mengacu pada 

daftar Da ta dan Data Prior i tas S a t u Data Indonesia 

T ingkat Pusat . 

(8) Da l am h a l terdapat permasa lahan yang t imbul da lam 

pertemuan koordinasi , k h u s u s n y a pada saat 

pengambilan kesepakatan, koordinator Fo rum Dompu 

Sa tu Da ta meminta a r a h a n Bupat i . 

(9) Pembentukan F o r u m Dompu S a t u Da ta sebagaimana 

d imaksud ayat (1), d i tetapkan dengan Keputusan 

Bupat i . 

Bagian Keenam 

Sekretar iat dan T im Koordinasi Dompu Satu Data 

Pasa l 14 

(1) F o r u m Dompu S a t u Data sebagaimana d imaksud 

da lam Pasa l 13, da lam pe laksanaan tugasnya d ibantu 

oleh Sekretar iat Dompu S a t u Data. 

(2) Sekretar iat Dompu S a t u Data sebagaimana d imaksud 



pada ayat (1) bertugas: 

a. member ikan dukungan dan pelayanan teknis 

operasional dan administrat i f kepada F o r u m 

Dompu Sa tu Data ; dan 

b. me laksanakan tugas la in yang diberikan oleh 

F o r u m Dompu S a t u Data . 

(3) Sekretar iat Dompu S a t u Data sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1), bersifat ex-officio, yang secara fungsional 

d i l aksanakan oleh Perangkat Daerah yang 

me l aksanakan u r u s a n pemerintahan dibidang 

perencanaan pembangunan daerah. 

(4) Pembentukan Sekretar iat Dompu S a t u Data 

sebagaimana di m a k s u d ayat (1), ditetapkan dengan 

Keputusan Bupat i . 

Pasa l 15 

(1) Da lam rangka opt imal isasi ker ja Fo rum S a t u Data , 

dibentuk T i m Koordinasi F o r u m Dompu Satu Data . 

(2) T im Koordinasi F o r u m Dompu S a t u Data sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) bertugas: 

a. berperan akt i f da lam rapat koordinasi ru t in a n t a r a 

T i m Koordinasi dengan T i m Tekn i s Fo rum Data ; 

b. member ikan m a s u k a n dan j a l an ke luar atas 

permasa lahan yang telah diidentif ikasi oleh Fo rum 

Data ; 

c. meny impu lkan has i l setiap rapat ru t in Forum Da ta 

dan memast ikan pe laksanaan Rencana Tindak. 

Lan ju t (RTL) . 

(3) T i m Koordinasi Fo rum Dompu S a t u Da ta sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1), d i tetapkan dengan Keputusan 

Bupa t i . 

B A B V 

P E N Y E L E N G G A R A A N DOMPU S A T U DATA 

Bag ian Kesa tu 



U m u m 

Pasa l 16 

Penyelenggaraan Dompu Sa tu Da ta d i l akukan melalui 

tahapan sebagai berikut: 

a. perencanaan Data ; 

b. pengumpulan Data ; 

c. pemer iksaan Data ; 

d. penyebar luasan Data;dan 

e. h a k akses Data . 

Bag ian Kedua 

Perencanaan Da ta 

Pasa l 17 

(1) Perangkat Daerah me laksanakan perencanaan Da ta 

yang terdiri atas: 

a. penentuan daftar Data yang a k a n d i k u m p u l k a n 

pada t ahun se lanjutnya; 

b. penentuan daftar Data yang dijadikan data Prioritas 

; dan/atau 

c. Penentuan rencana aks i Dompu Sa tu Data;. 

(2) Perangkat Daerah da lam menyusun daftar Da ta 

Kabupaten sebagaimana d imaksud pada ayat (1), h u r u f 

a, mengacu pada daftar Da ta yang telah disepakat i 

oleh Fo rum Dompu S a t u Data . 

(3) Koordinator Fo rum Dompu Sa tu Data dapat 

member ikan u s u l a n da lam pe laksanaan perencanaan 

Data . 

Pasa l 18 

(1) Penentuan daftar Da ta sebagaimana d imaksud da lam 

Pasa l 17 ayat (1) h u r u f a , yang a k a n d i kumpu lkan pada 

t a h u n se lanjutnya d i l akukan dengan menghindar i 

dup l ikas i . 

(2) Penentuan daftar data yang a k a n d i kumpu lkan di 

t a h u n se lan jutnya sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 



d i l a k u k a n berdasarkan: 

a. ars i tektur sistem pemer intahan berbasi elektronik 

sesua i dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan tentang s is tem pemer intahan berbasis 

elektronik; 

b. kesepakatan Forum Dompu S a t u Data ; dan/a tau 

c. rekomendasi Pembina Data; . 

(3) Daftar Data yang a k a n d i kumpu lkan memuat: 

a. produsen Da ta u n t u k masing-masing data; dan 

b. j adwa l r i l i s dan/atau pemutakh i ran data;. 

(4) Daftar Da ta yang a k a n d i kumpu lkan dapat d igunakaan 

sebagai dasar da lam perencanaan dan penganggaran 

bagi Perangkat Daerah. 

Pasa l 19 

(1) Penentuan daftar Da ta yang di jadikan Da ta Prior i tas 

Daerah sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 17 ayat (1) 

h u r u f b, d i l a k u k a n berdasarkan: 

a. u s u l a n Wal idata dan/a tau Wal idata Pendukung;dan 

b. a r a h a n Bupat i ; . 

(2) Data yang dapat d i u s u l k a n u n t u k menjadi Data Prior i tas 

Daerah h a r u s memenuhi kr i ter ia : 

d. mendukung Da ta Prioritas t ingkat pusat ; 

e. mendukung prioritas pembangunan Daerah dan 

prioritas Bupa t i da lam rencana Pembangunan J a n g k a 

Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah; 

f. mendukung pencapaian tu juan pembangunan 

berkelanj u tan ; dan / a tau 

g. memenuhi kebu tuhan mendesak Daerah; . 

(3) Daftar Da ta yang menjadi Da ta Prioritas disepakat i 

dalam Fo rum Dompu S a t u Data . 

Pasa l 20 

(1) Rencana program dan kegiatan terkait Dompu S a t u 

Data Kabupaten d i tuangkan dalam rencana aks i S a t u 

Data . 

(2) Rencana a k s i Dompu S a t u Da ta dapat meliputi : 



a. pengembangan sumber daya m a n u s i a yang 

kompeten; 

b. penyusunan petunjuk teknis pe laksanaan Satu 

Data; 

c. kegiatan terkait pengumpulan Data ; 

d. kegiatan terkait pemer iksaan Data ; 

e. kegiatan terkait penyebar luasan Data ; dan/atau 

f. kegiatan la in yang mendukung tercapainya Data yang ' 

sesua i dengan pr ins ip Sa tu Data . 

Penyelenggaraan D o m p u S a t u Da ta me l aksanakan 

rencana aks i S a t u Data . 

Koordinator F o r u m Dompu Satu Data memantau 

pencapaian rencana a k s i S a t u Data dan melaporkan 

kepada Bupa t i secara berkala . 

Bag ian Ketiga 

Pengumpulan Da ta 

Pasa l 21 

Prosuden Data me l akukan pengumpulan Data sesua i 

dengan: 

a. S tandar data; 

b. Daftar Da ta Kabupaten yang telah d i tentukan 

da lam Fo rum Dompu Sa tu Data;dan 

c. j adwa l pemukh i ran Data a tau r i l is Data; . 

Da ta . yang d i kumpu lkan oleh Produsen Da ta 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) disertai : 

a. Da ta yang telah d i kumpu lkan ; 

S tandar Da ta yang ber laku u n t u k data tersebut; 

dan 

b. Metadata yang melekat pada Data tersebut. 

Da t a yang d i kumpu lkan sebagaimana d imaksud pada 

ayat (2) d i sampa ikan kepada Wal idata dan/atau 

Wal idata Pendukung. 



Bagian Keempat 

Pemer iksaan Data 

Pasa l 22 

(1) Da ta yang d ihas i lkan oleh Produsen Da ta d iper iksa 

kesesua iannya dengan pr insip Dompu S a t u Data oleh 

Wal idata dan/atau Wal idata Pendukung. 

(2) Da lam ha l Da ta yang d isampaikan oleh Pi-odusen Data 

belum sesuai dengan pr insip S a t u Data, Wal idata 

dan/a tau Wal idata Pendukung mengembal ikan Data 

tersebut kepada Produsen Data . 

(3) Produsen Data memperbaiki Da ta sesua i basi l 

pemer iksaan sebagaimana d imaksud pada ayat (1). 

Pasa l 23 

(1) Da ta Prioritas yang d ihas i lkan oleh Produsen Da ta 

diper iksa kesesua innya dengan prinsip Sa tu Data 

Kabupaten oleh Wal idata dan/atau Wal idata 

Pendukung. 

(2) Hasi l pemer iksaan Data Prior i tas sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1), d iper iksa kembal i oleh 

Pembina Data . 

(3) Da lam h a l Da t a Prior i tas yang d i sampa ikan oleh 

Produsen Data belum sesua i dengan prinsip S a t u Data , 

Pembina Da ta mengembal ikan Data tersebut kepada 

Wal idata dan/atau Wal idata Pendukung. 

(4) Wal idata dan/atau Wal idata Pendukung menyampa ikan 

has i l pemer iksaan Pembina Data sebagaimana 

d imaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data . 

(5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai has i l 

pemer iksaan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2). 

Bagian Ke l ima 

Penyebar luasan Data 

Pasa l 24 

(1) Penyerbar luasan Data merupakan kegiatan pemberian 

akses , pendistr ibus ian, dan per tukaran Data . 

(2) Penyerbar luasan Data sebagaimana d imaksud pada 



ayat (1), d i l akukan oleh Wal idata terhadap Da ta yang 

telah memenuhi pr insip Dompu Satu Data. 

(3) Penyebar luasan Data sebagaimana d imaksud pada ayat 

(1) d i l akukan mela lui Portal Dompu Sa tu Data dan 

media l a innya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan perkembangan i lmu 

pengetahuan dan teknologi. 

(4) Penyebar luasan Data yang d i l akukan oleh Wal idata 

melalui Portal Dompu S a t u Da ta difasi l i tasi oleh 

Sekretar iat Dompu S a t u Data . 

(5) Penyebar luasan Data yang d i l akukan oleh Wal idata 

Daerah mela lui Portal Ins tans i Daerah difasi l i tasi oleh 

Wal idata Pendukung. 

(6) Portal Dompu S a t u Da ta dikelola oleh ins tans i Daerah 

yang menyelenggarakan u r u s a n pemer intahan dibidang 

komun ikas i dan informatika. 

(7) Pengembangan Portal Dompu S a t u Da ta h a r u s 

memperhat ikan aspek Interoperabil itasi Da ta dengan 

Portal Dompu S a t u Data . 

(8) Ketentuan lebih lan jut mengenai Portal Dompu Sa tu 

Da ta d iatur oleh Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan u r u s a n pemerintahan di bidang 

komun ikas i dan in formasika dengan mengacu pada 

peraturan terkait pengelolaan Portal Dompu S a t u Data . 

Bag ian Keenam 

H a k Akses 

Pa raga f1 

Pemberian Hak Akses 

Pasa l 25 

Perangkat Daerah yang me l aksanakan u n s u r pemer intahan 

bidang komun ikas i dan in format ika menyediakan akses Da ta 

di Portal Dompu S a t u Da ta kepada pengguna Data . 



Pasa l 26 

(1) Perangkat Daerah mengakses Da ta di Portal Dompu 

S a t u Da ta t idak dipungut biaya. 

(2) Perangkat Daerah da lam mengakses Da ta di Portal 

Dompu Sa tu Data t idak memer lukan dokumen nota 

kesepahaman, peganj ian ker ja sama.dan/atau dokumen 

sura t penyataan. 

(3) Akses Da ta bagi Pengguna Data selain Ins tans i Pusa t 

dan Perangkat Daerah sebagaimana d imaksud pada ayat 

(1) d i l aksanakan sesua i ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Paragaf 2 

Pembatalan Akses 

Pasa l 27 

(1) Produsen Data dan Wal idata dapat mengajukan 

pembatasan akses Da ta tertentu kepada F o r u m Dompu 

S a t u Data . 

(2) Pembatasan akses Da ta sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) d ibahas da lam Fo rum Dompu Satu. Data . 

(3) Akses sebagaimana d imaksud pada ayat (2) terhadap 

Data di Portal Dompu S a t u Data d i l aksanakan oleh: 

a. Wal idata u n t u k Pengguna Data pada Perangkat 

Daerah; dan 

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentas i a tau 

pejabat yang bertanggung j awab di bidang 

penyimpanan, pendokumentas ian, penyediaan, 

dan/a tau pelayanan informasi kepada publ ik u n t u k 

Pengguna Data d i luar Perangkat Daerah. 

B A B V I 

I N T E G R A S I DATA 

Pasa l 28 

(1) Dompu S a t u Data mewaj ibkan setiap Perangkat Daerah 



me lakukan integrasi da ta pada D inas Komun ikas i dan 

Informatika. 

(2) Da lam rangka menyelenggarakan integrasi data 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1), Perangkat 

Daerah berkewajiban member ikan h a k akses terhadap 

ap l ikas i yang dimi l ik i guna u n t u k mempermudah 

Diskominfo me laksanakan integrasi data. 

Pasa l 29 

Setiap pe laksanaan integrasi, Diskominfo berhak 

mendapatkan data dan akses yang d ibu tuhkan dar i 

Perangkat Daerah yang a k a n terhubung dalam integrasi 

data. 

Pasa l 30 

Setiap pe laksana Integrasi wajib: 

a. menjamin ketersediaan data; 

b. mengawasi penyelenggaraan Integrasi sesua i dengan 

peraturan perundang-undangan yang ber laku; 

c. menerapkan keamanan informasi ;dan 

d. menyumbangkan ide, p ik i ran dan so lus i un tuk 

mendukung pengembangan integrasi. 

Pasa l 31 

S a r a n a integrasi data menggunakan in f ras t ruktur yang 

disediakan oleh Diskominfo. 

B A B V l l 

P O R T A L DOMPU S A T U DATA 

Pasa l 32 

(1) Portal Dompu Sa tu Da ta dikelola oleh Walidata. 

(2) Portal S a t u Da ta sebagimana d imaksud pada ayat (1) 

d i l aksanakan dengan mempert imbangkan aspek 

Interoperabil itas Da ta sesua i dengan prosedur yang 

ditetapkan Portal Dompu S a t u Data. 

(3) Pengembangan Portal Dompu Sa tu Da ta sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) d i l aksanakan sesuai ketentuan 

perundang-undangan. 

(4) Pengelolaan Portal Dompu S a t u Da ta sebagaimana 



d imaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 

Bupat i . 

Pasa l 33 

Da l am rangka keterbukaan informasi dan penyebar luasan 

data, Pengguna Data dapat mengakses dan memanfaatkan 

Da ta di Portal Dompu S a t u Da ta tanpa dipunggut biaya. 

B A B VI I I 

PART IS IPAS I DAN K E R J A SAMA 

Pasa l 34 

(1) Penyelenggaraan Dompu S a t u Da ta dapat 

meng ikutser takan part is ipas i dar i lembaga negara, 

badan h u k u m publ ik. 

(2) Part is ipas i dun ia u s a h a dan masyarakat sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) dapat d i l akukan mela lui F o r u m 

Dompu S a t u Da ta mel iput i penyampaian: 

a. informasi ; 

b. u s u l pert imbangan;dan 

c. s a ran dan evaluasi . 

(3) Sekretariat. Dompu Sa tu Da ta btxrkoordinasi dengan 

Wal idata dan/atau Wal idata Pendukung terkait da lam 

menyediakan s a r a n a dan/atau memfasi l i tasi 

p e m u j u d a n peran masyaraka t sebagaimana d imaksud 

pada ayat (2). 

Pasa l 35 

(1) Pemerintah Daerah dapat me l akukan ker jasama 

berkai tan dengan implementasi kebi jakan Dompu S a t u 

Data . 

(2) Ker jasama sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat 

d i l akukan dengan: 

a. Pemerintah Pusat ; 

b. Pemerintah Provinsi ; 

c. Pemerintah Kabupaten/Kota la in ; 

d. Perguruan Tinggi; 

e. Lembaga penel i t ian;dan/atau 

f. B a d a n u s a h a . 

(3) Ker jasama sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 

d i l akukan sesua i ketentuan peraturan perundang-



undangan 

B A B I X 

I N S E N T I F DAN D I S I N S E N T I F 

Pasa l 36 

(1) Pemerintah Daerah dapat member ikan insent i f dan 

dis insent i f kepada Perangkat Daerah yang mengelola 

Da ta Pembangunan Daerah dengan baik dan 

member ikan konstr ibus i s igni f ikan da lam perwujudan 

S a t u Da ta Kabupaten. 

(2) Ben tuk Insent i f sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

dapat berupa: 

a. ban tuan keuangan; 

b. penghargaan; 

c. peni la ian k h u s u s ; 

d. pemberian beas iswa pendidikan/pelat ihan; dan/atau 

e. penyediaan s a r a n a pengolahan Data; . 

(3) B e n t u k Dis insent i f sebagaimana d imaksud pada ayat (1 

dapat berupa teguran dan/a tau penangguhan pemberian 

fasi l i tasi . 

(4) T a t a ca ra pemberian insent i f dan dis insent i f sesua i 

dengan peraturan perundang-undangan. 

B A B X 

PENINGKATAN KAPAS ITAS S U M B E R DAYA MANUSIA 

Pasa l 37 

(1) Pemerintah Daerah memfasi l i tasi peningkatan kapas i tas 

sumber daya m a n u s i a da lam pengelolaan Dompu Sa tu 

Data . 

(2) Peningkatan kapas i tas sumber daya m a n u s i a dalam 

pengelolaan Dompu Satu Data sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) d i l akukan mela lui pelatihan dan/atau 

bimbingan teknis . 

(3) Pembina Da ta memfasi l i tasi pembinaan kepada Produsen 

Data , Wal idata, Wal idata Pendukung dan Sekretar iat 

Dompu S a t u Data . 

B A B X I 

PENDANAAN 

Pasa l 38 



Pendanaan dalam Penyelengaraan Dompu Sa tu Data 

bersumber dar i : 

a. Anggaran Pendapatan dan Be lan ja Daerah; dan/a tau 

b. sumber l a in yang sah dan t idak mengikat sesua i dengan 

ketentuan peraturan perundang undangan. 

B A B X I I 

K E T E N T U A N P E N U T U P 

Pasa l 3 9 

Pera turan B u p a t i in i mu la i ber laku pada tanggal 

d iundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer intahkan 

pengundangan Peraturan Bupat i ini dengan 

penempatannya dalam Ber i ta Daerah Kabupaten Dompu. 

Di tetapkan di Dompu 

pada tanggal ^5-f2--2023 

Diundangkan di Dompu 

pada tanggal 9^ - i"J-nf6023 
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